
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 14 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

a. bahwa berdasarkan klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah, 
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286); 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 
dan 15 Tahun 1950; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tertang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1967); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ter.itang Rumah 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4515); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4023); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam 
rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); -



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Da a 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 

20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Status Rumah Negara; 

21 . Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Norn or 134 Tahun 197 4 
enta g Perubahan Penetapan Status Rumah Negara; 

22 Kep tusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun , 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 
dan 

BUPATIKLATEN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1) diubah 
sebagai berikut: 

1. Dasar Hukum Mengingat peraturan perundang-undangan angka 25, angka 26, 
angka 27, angka 28, angka 29, dan angka 30 dihapus. 

2. Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a) yang berbunyi : 

"(2a) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati " 

3. Pasal 71 ayat (2) huruf b disempurnakan: 

"b . Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 " 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 1 September 2007 

BUPATI KLATEN, 

SUNARNA 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 1 September 2007 

AEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

INDARWANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 12 




